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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Penyusunan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana penipuan melalui 

transaksi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa Carlo Gernando Als 

Carlo Bin Ramli Hasan, disusun dalam bentuk alternatif yang ditandai 

dengan adanya kata “atau” antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang 

lainnya. Penyusunan surat dakwaan sudah memenuhi syarat formal 

pembentukkannya berupa identitas lengkap terdakwa Carlo Gernando Als 

Carlo Bin Ramli Hasan, lalu syarat materiil juga sudah terpenuhi secara 

cermat, jelas, dan lengkap. Pemilihan Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 

2008 tentang ITE sebagai salah satu dasar penyusunan surat dakwaan juga 

sudah tepat karena memang tindak pidana penipuan melalui transaksi 

elektronik dapat dijerat dengan menggunakan ketentuan Pasal tersebut. 

Sedangkan Penyusunan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana 

penipuan melalui transaksi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa Muhtar 

Alias Edo Bin Ansar, surat dakwaannya disusun dalam bentuk dakwaan 

tunggal karena JPU sudah yakin terdakwa hanya melanggar satu ketentuan 

pidana atau memang tak ada alternatif ancaman Pasal yang lain untuk 

menjerat terdakwa. Syarat formal pembentukannya sudah terpenuhi berupa 

identitas lengkap terdakwa. Kemudian syarat materiil pembentukannya yang 

terpenuhi hanya Jelas dan Lengkap saja, syarat tersebut masih belum 

Cermat karena terdapat suatu kekurangan atau kekeliruan menyebutkan 
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ketentuan pidana yang diterapkan sebagai dasar dakwaan, sehingga 

dakwaan tersebut dapat dieksepsi Obscurum Libellum oleh terdakwa 

dan/atau penasihat hukumnya, sehingga pada akhirnya dapat mengakibatkan 

terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. 

2. Upaya yang dilakukan Kejaksaan RI dalam mencegah terjadinya dakwaan 

batal demi hukum diantaranya dengan menerbitkan Surat Edaran Jaksa 

Agung RI No: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan 

SE No: B-607/E/11/1993 yang intinya, surat-surat edaran tersebut 

diterbitkan untuk memberikan petunjuk teknis kepada JPU di seluruh 

Indonesia dalam menyusun surat dakwaan. Selain itu dilakukan juga upaya 

sosialisasi secara langsung dari Kejaksaan Agung sampai dengan ke kantor 

kejaksaan di daerah-daerah supaya surat edaran ini dipahami dan 

dilaksanakan oleh seluruh JPU di Indonesia. 

 

B. SARAN 

1. Sebaiknya JPU cermat, dan teliti dalam menyusun surat dakwaan, karena 

kekeliruan atau kekurangan yang dibuat oleh JPU dalam menyusun surat 

dakwaan dapat mengakibatkan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya 

mempunyai celah untuk mengeksepsi surat dakwaan. Sehingga 

mengakibatkan surat dakwaan menjadi batal demi hukum. Kemudian 

sebaiknya Pasal 45A ayat (1) UU No. 19/2016 ditambahkan kata 

“penipuan” dalam rumusan Pasalnya, karena ternyata Tindak Pidana 

Penipuan melalui transaksi elektronik dapat dijerat dengan ketentuan UU 
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ITE tersebut, ini perlu dilakukan supaya tidak membingungkan penegak 

hukum dalam memilih, menyusun, dan menerapkan ketentuan Pidana. 

2. Sebaiknya Kejaksaan RI melakukan sosialisasi surat-surat edaran terkait 

pembuatan surat dakwaan secara masif ke seluruh kantor kejaksaan di 

Indonesia, agar dapat menghindari terjadinya penyusunan dakwaan-

dakwaan yang isinya kurang cermat oleh JPU. Sosialisasi ini dilakukan 

dengan menggunakan segala saluran komunikasi yang tersedia, supaya surat 

edaran tersebut benar-benar tersampaikan. Kemudian, diharapkan seluruh 

pejabat Jaksa dan Penuntut Umum aktif mencari tahu tentang surat edaran 

terkait Pembuatan surat dakwaan atau hal-hal lain yang terkait teknis 

penyusunan surat dakwaan, supaya penyusunan surat dakwaan yang tidak 

memenuhi syarat pembentukannya dapat dicegah sejak awal. 
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